
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 18 TABUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR 69 TABUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS KOMU:NIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

a. bahwa sehubungan adanya perubahan tugas pokok 

dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, 

maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Mojokerto perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Mojokerto; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkup Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dacrah Tingkat II 

Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 

Nomor 5). 



Menetapkan 
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10. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 73). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf e dihapus, sehingga Pasal 

10 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan 

pelaksanaan pengelolaan data elektronik sesuai 

dengan rencana kerja dinas; 

b. melakukan kegiatan pengumpulan data elektronik; 

c. melakukan pengelolaan data elektronik; 

d. menyusun bahan koordinasi dan kerja sama dalam 

rangka pengembangan sistem manajeman data 

elektronik di lingkup pemerintahan daerah; 

e. melakukan pengawasan dan pengendalian proses 

penyajian dan pemutakhiran data dalam sistem 

jaringan komunikasi dan informasi; 

f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Inf ormatika. 
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(2) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai 

tugas: 

a. menyusun rencana program infrastruktur teknologi 

informasi sesuai dengan rencana kerja dinas; 

b. melakukan pembangunan dan pengembangan 

infrastruktur teknologi informasi; 

c. melakukan bimbingan teknis dan peningkatan 

kapasitas infrastruktur teknologi informasi; 

d. melakukan pemeliharaan Infrastruktur teknologi 

informasi; 

e. melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan 

infrastruktur teknologi informasi; 

f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Informatika. 

(3) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana program, kegiatan dan 

pelaksanaan sistem informasi sesuai dengan rencana 

kerja dinas; 

b. melakukan pengembangan teknologi informasi dan e­

govemment, 

c. melakukan kerjasama program e-govemment antar 

lembaga pemerintahan/ atau lembaga swasta; 

d. melakukan pengelolaan sistem informasi Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto; 

e. dihapus; 

f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan 

g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh Kepala Bidang Informatika. 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal J.. / mate+ oi.o/& 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal "'-I mctte+ .ROl<:J 

BUPATI MOJOKERTO, 

MUSTOFA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 13 


